PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS SOSIAL

7 Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh,Telp/Fax. (0752) 92037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 900/ 42 /Dinsos-LK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 900/13/Dinsos-LK/2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

a.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Dinas
Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial Nomor 900/01/Dinsos-LK/2023 Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas
Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;

Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pelaksanaan tugas dan
jabatan, telah ditetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor:
900/13/Dinsos-LK/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Sosial Nomor: 900/01/Dinsos-LK/2023 Dinas
Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Bahwa terjadinya Mutasi jabatan struktural dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu melakukan
penyesuian Pelaksana Teknis Kegiatan dan melakukan perubahan
kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 900/01/Dinsos-
LK/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota selaku
Pengguna Anggaran 2023.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun

2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2022 Nomor 51).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Perubahan kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor :
900/01/Dinsos-LK/2023 Tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Sosial Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, dengan merubah
ketentuan pada lampiran sebagaimana tercantum pada
lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kagiatan (PPTK) sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit
SKPD;

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/
sub kegiatan; dan

3. Menyiapkan Dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang atau jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Payakumbuh
Pada Tanggal 10 Februari 2023

HARMEN, SH

NIP.19670816 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Rl T

Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

Saudara Inspektur Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
Yang bersangkutan.
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